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PENETAPAN
Nomaor 270/Pdt.G/2023/MS.Str
an ) e N A a
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah

memutus perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;
melawan
XXXXXXX, umur 26 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jin. XXXXXXX,
KM XXXXXXX, Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kota Lhokseumawe. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 5 September 2023 telah
mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten
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Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXX, tertanggal 24 Juli 2019;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX
Kota Lhokseumawe selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua
Penggugat di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten
Bener Meriah selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat
kembali pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX Kota Lhokseumawe sampai sebelum terjadinya
perpisahan dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai sering terjadinya pertengkaran yang terus-menerus disebabkan
karena :

1. Sejak bulan April tahun 2023 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan
asmara dengan wanita lain tanpa sepegetahuan dari Penggugat
sehingga Penggugat melihat sendiri dari handphone milik Tergugat
yang berisikan pesan mesra dengan wanita lain dan Tergugat telah
mengakui telah berselingkuh dan sudah menjalin hubungan dengan
wanita lain tersebut selama 3 bulan;

2. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat selalu mengeluh belum di berikan keturunan dan ketika
Penggugat pergi untuk berobat Tergugat tidak pernah mau untuk
berobat dengan alasan malas berobat, sehingga sering menjadi
penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan
Tergugat untuk berubah tetapi Tergugat tidak mau berubah sikap
dan terus bersikap seperti itu;

3. bahwa setelah Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain,
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan
bathin kepada Penggugat;
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4. bahwa setelah Tergugat berselingkuh antara Penggugat dan
Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga dan Tergugat
mengakui perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali
kemudian berdamai setelah berdamai Penggugat dan Tergugat
hanya 4 hari saja tinggal bersama setelah kejadian tersebut
Tergugat kembali mengulangi dan berselingkuh dengan wanita lain
tersebut sampai saat ini;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 terjadi pertengkaran
masalah yang sama kemudian terjadinya pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap
Tergugat dan sudah sakit hati terhadap sikap Tergugat yang tidak mau
berubah dan terus berselingkuh dengan wanita tersebut kemudian Tergugat
menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan
diantarkan oleh Tergugat dan Penggugat pulang menggunakan sepeda
motor dan Tergugat mengendarai mobil dan Tergugat mengantarkan
Tergugat tidak sampai ke rumah tetapi sampai di tengah jalan saja
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama
layaknya suami isteri;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah di musyawarahkan dengan Keluarga, namun upaya perdamaian
tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;
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9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan
para pihak untuk menempuh proses mediasai dan untuk kepentingan itu, Hakim
telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna
memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah
Syariyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan.
Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk
menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama
Mhd Syukri Adly, S.H.l., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut
dinyatakan bahwa mediasi tersebut telah berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya, dihadapan Hakim Penggugat dan
Tergugat menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan telah berhasil
mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Hakim Mediator pada 2 Oktober
2023 dan Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk
mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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B4

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim
dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan
yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang
berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah
mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasai dan untuk
kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
berunding guna memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan oleh
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar
Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis
Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator
yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.l., M.A. dan hasil dari laporan mediator
tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut telah berhasil sebagaimana
dinyatakan dalam laporan mediator pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan
mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat.
Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal

271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum
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masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari
Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
Menyatakan perkara nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Str selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah
Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul Awal 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady,
Lc., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I. Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama © Rp. 20.000,00
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c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
Panggilan : Rp. 200.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 320.000,00
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